SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar
tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Kota Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Perpajakan Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5607);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas
Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5942);



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1335);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar (Lembaran
Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di
Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor
8);

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar
(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar
(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 50);

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah
Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 12) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar
Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah
Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 98);

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Tarif Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021
Nomor 12);

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pola
Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah
Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 26);



Menetapkan :

19. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 86 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021
Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG RENCANA BISNIS
DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KOTA BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya
kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah
kerjanya.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Banjar.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana
Teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada
Dinas Kesehatan Kota Banjar.

Pejabat Pengelola BLUD adalah Kepala BLUD UPTD
Puskesmas, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator
Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan
Perorangan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan keuangan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Kepala BLUD UPTD Puskesmas adalah Kepala BLUD UPTD
Puskesmas Kota Banjar yang diangkat oleh Wali Kota Banjar
dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD
UPTD Puskesmas Kota Banjar.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA
adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD UPTD
Puskesmas, yang disusun dan disajikan sebagai bahan
penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD UPTD
Puskesmas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Strategis BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya
disebut Renstra BLUD UPTD Puskesmas adalah dokumen 5
(lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, dan
pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan
operasional BLUD UPTD Puskesmas.

Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Ambang Batas adalah tingkatan batas yang masih dapat
diterima atau ditoleransi.

Pendapatan adalah semua hak yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Belanja adalah semua kewajiban yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Jasa Layanan adalah imbalan yang diterima oleh tenaga
kesehatan sebagai pelaksana pelayanan atas jasa yang telah
diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, asuhan
keperawatan, asuhan kebidanan, dan/atau pelayanan lainnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

a.
b.

C.

penyusunan RBA;
pengajuan RBA;
penetapan RBA; dan



(1)
(2)

(1)

(2)

perubahan RBA.
BAB II
PENYUSUNAN RBA

Pasal 3
Kepala BLUD UPTD Puskesmas menyusun RBA.

Kepala BLUD UPTD Puskesmas dalam menyusun RBA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pejabat
Pengelola BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 4

Dalam menyusun RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
mengacu pada rencana strategis Dinas.

Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan :

a. anggaran berbasis kinerja;
b. standar satuan harga; dan

c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang
diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan
kepada masyarakat, dana kapitasi jaminan kesehatan
nasional, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain
dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber
pendapatan BLUD UPTD Puskesmas lainnya.

(3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4)

(S)

(1)

(2)

(3)

huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada
pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara
efisien.

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang
ditetapkan oleh Wali Kota.

Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ merupakan pagu belanja yang
dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 5

RBA BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, meliputi :

a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;

b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
c. perkiraan harga;

d. besaran persentase ambang batas; dan

e. perkiraan maju atau forward estimate.

RBA BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase
ambang batas tertentu.

RBA BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disertai dengan standar pelayanan minimal.
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(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Format RBA BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b,
merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan
yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari
rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)
huruf c¢, merupakan estimasi harga jual produk barang
dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya.

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase
perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional
yang diperkenankan dan ditentukan dengan
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

Perkiraan maju atau forward estimate sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan
kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun
yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program
dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar
penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 7

(1) RBA BLUD UPTD Puskesmas yang telah disusun oleh Pejabat

(2)

(3)

(1)

(2)

Pengelola BLUD UPTD Puskesmas ditandatangani oleh Kepala
BLUD UPTD Puskesmas.

RBA BLUD UPTD Puskesmas yang telah ditandatangani oleh
Kepala BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Dinas.

RBA BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan
dari RKA Dinas.

BAB III
PENGAJUAN RBA

Pasal 8

Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas menyampaikan pengajuan
RBA kepada PPKD.

Pengajuan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



BAB IV
PENETAPAN RBA

Pasal 9

Penetapan RBA BLUD UPTD Puskesmas mengikuti tahapan dan
jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

BAB V
PERUBAHAN RBA

Pasal 10

(1) Perubahan RBA BLUD UPTD Puskesmas dapat dilakukan
apabila terjadi perubahan APBD.

(2) Perubahan RBA BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 30 Mei 2022
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 30 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 28

WANAN S¥ IAWAN, SH.,M.Si
NI®39701105 200312 1 007




LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA BANJAR

A. FORMAT RINGKASAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BLUD UPTD
PUSKESMAS PEMERINTAH KOTA BANJAR

RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN

PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN.......

No Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
PENDAPATAN
Jasa Layanan
Hibah

Hasil Kerja Sama
APBD

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah

Jumlah

BELANJA

BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bunga
Belanja Lain-lain

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya

Jumlah

Surplus/ (Defisit)




No

Uraian

Jumlah (Rp)

2

3

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN DAERAH

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Divestasi

Penerimaan Utang/ Pinjaman

Jumlah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi

Pembayaran Pokok Utang/ Pinjaman

Jumlah

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan (SiLPA)

.................. 210232/

Kepala BLUD UPTD Puskesmas.....

Nama
NIP
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B. FORMAT RINCIAN BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN BLUD UPTD
PUSKESMAS PEMERINTAH KOTA BANJAR

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN.........

No Uraian Jumlah (Rp)

1 2 3

PENDAPATAN
Jasa Layanan
a. ...
b. ...
C. ...

dst

Hibah
a. ...
b. ...
C. ...

dst

Hasil Kerja Sama
a. ...
b. ...
C. ...
dst

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
a. ...
b. ...
C. ...
dst

Lain-Lain Pendapatan Badan Layanan Umum
Daerah yang sah
a. ...
b. ...
C. ...
dst

Jumlah

.................. yernereeneenerneneennenee. 2022
Kepala BLUD UPTD Puskesmas.....,

Nama
NIP
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C. FORMAT RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA BLUD UPTD
PUSKESMAS PEMERINTAH KOTA BANJAR

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN.......

No Uraian Sumber Dana Jumlah

Pendapatan APBD
Badan Layanan Umum Daerah
1 2 3 4 5} 6 7 8
BELANJA

BELANJA
OPERASI
Belanja
Pegawai
a. ...
b. ..
c ...

dst

Belanja
Barang
Dan Jasa
a. ...
b. ...
C. ...

dst

Belanja
Bunga
a. ...
b. ...
C. ...
dst

Belanja lain-
lain
a. ...
b. ...
c. ...
dst

BELANJA
MODAL

Belanja
Tanah
a. ...
b. ...
C. ...
dst
Belanja

Peralatan dan
Mesin
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o p

dst

No

Uraian

Sumber Dana

Pendapatan
Badan Layanan Umum Daerah

APBD

Jumlah

2

3

4

5 6

Belanja
Gedung
Dan
Bangunan
a. ...
b. ..
C. ...

dst

Belanja
Jalan,
Irigasi dan
Jaringan
a. ...
b. ...
C. ...
dst

Belanja Aset
Tetap Lainnya
a. ...
b. ...
C. ...

dst

Belanja Aset
Lainnya

a. ...

b. ...

C. ...
dst

Jumlah

.................. yerrenenernenenennenenen..2022
Kepala BLUD UPTD Puskesmas.....

Nama
NIP
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D. FORMAT RINCIAN

UPTD PUSKESMAS PEMERINTAH KOTA BANJAR

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN.....

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN BLUD

No

Uraian

Jumlah

2

3

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Divestasi

Penerimaan utang/ jaminan

dst

Jumlah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi

Pembayaran Pokok Utang/ Jaminan

dst

Jumlah

.................. geececees

.................. 2022

Kepala BLUD UPTD Puskesmas.....,

Nama
NIP

WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH
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